merdeka,
menegakkan

-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 , Mahkamah Konstitusi mempunyai
empat wewenang.Adapun kewenangannya adalah :
1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

lBambang Sutiyoso,Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi,
(Yogyakarta , UII press, 2009), 5.



2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara  yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

3.  Memutus pembubaran partai politik.

4. Memutus perselisihanhasil pemilihan umum.

Melalui© Kewenangan yang diberikan kepadanya, Mahkamah
Konstitusi#sebagai suatd_lembaga* peradilan yang memiliki peran yang
teramat penting dalam menentukan arah hukum'sekaligussmemutuskan ada
tidaknya pelanggaran konstitusi yang terjadi, baik yang dilakukan oleh
individu atau)lembaga negara ataupun yang terdapat di dalam suatu produk
Undang--Undang. Kehadiran Mahkamah Konstitusi *sebenarnya  juga
merupakan jawaban nyata atas diperlukannya suatu mekanisme pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (constitutional
review) yang sebelumnya sama sekali tidak terdapat ruang /geraknya.
Padahal Indonesia sebagai penganut prinsip supremasi konstitusi menitik
beratkan kondisi dimana seluruh produk awal konstitusi (the guardian of
constitution), Mahkamah Konstitusi_juga berusaha untuk menegakkan
segalaaspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan
semangat dansnilai-nilai~yang-terkandung.di“dalam konstitusi melalui
empat wewenang tersebut.’

Dari empat wewenang tersebut, wewenang yang paling sering

digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah wewenang dalam menguji

’Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi(Jakarta,Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
2007), 41.

3Moh.Mahfud MD, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum dan Demokrasi di
Indonesia, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,2009),4-5.



Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terbukti
dengan perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar tahun 1945 yang diterima Mahkamah Konstitusi lebih banyak
dibandingkan dengan perkara yamg lainnya. Secara keseluruhan sejak
tahun 2003 _sampai” 2013 Mahkamah“Konstitusi telah menerima 773
Perkara pefigujian Undang-Undang®. Dalam putusan, perkara pengujian
Undang-Undang,dapat diketahui, apakah suatu’ ketentuan, Undang-undang
yang dimohonkan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar
1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang- mengabulkan. suatu
permohonan pengujian Undang-Undang dengan—Sendirinya mengubah
ketentuan suatu Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang tahun 1945 tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat.

Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi telah menetapkan
keputusan ~ yang cukup mengejutkan banyak kalangan, yaitu
dikeluarkannya Putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan
hukum\bagi anak di luar perkawinan. Di satu sisi putusan ini melegakan
sebagian Masyarakat terutama pihak yang diterima permohonannya oleh
majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang berperkara, akan tetapi disisi
yang lain putusan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru yang

bisa meresahkan banyak pihak. Permasalahan itu mengenai kedudukan

*Lihat di situs http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU



anak di luar perkawinan dengan ayah biologis dan keluarganya, serta
kedudukanya terhadap pewarisan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal
43 ayat (1) UU Nomor Ltahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya“dan keluarga ibunya”. Bunyi pasalini diubah dan menjadi
“Anaksyang dilahirkan di luar,perkawinan mempunyai.hubungan perdata
dengaw’ ibunya = dan-keluarga “ibunyasserta dengan laki-laki sebagai

ayahnya, yang \dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/ataualat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

darahy termasuk hubungan perdata dengani keluarga.ayahnya™.

Adanya putusan ini memastikan bahwa anak yang lahir\di luar
perkawinan mempunyai hak keperdataan dengan—-ayah biologisnya. Ini
yang kemudian menjadi titik terang akan status anak tersebut. Hal ini
didasarkan bahwa hukum harus memberi perlindungan dan Kepastian
hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-
hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun
keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan,

Sesaat |setelah Putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 dibacakan
tanggal\ 17 Februari 2012, langsung mendapat sambuitan yang beragam,
dari yang mengapresiasi, sampai yang khawatir terhadap Implikasi dari
putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak
hanya bersentuhan dengan kebutuhan publik semata akan tetapi juga
menyinggung sebagian yang dianggap otoritas dari eksistensi ajaran

agama yang mempunyai pandangan yang berbeda. Majelis Ulama’

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, Tentang
Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1).



Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama,
zua’ma, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh
muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab
dan memecahkan setiap.masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul
dan dihadapismasyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh dari
masyarakat'dan pemerintah.6

Dalam. kaitanya dengan; putusan Mahkamah Konstitusi nomor:
46/PUU-VIII/2010, Majelis Ulama Indonesia-(MUI) merupakan lembaga
keagamaan_yang pertama kali yang merespon’ dan menyatakan'dengan
tegas menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini-karena dianggap telah
menyimpang dari ajaran agama Islam. Dalam merespon putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut, MUI telah melakukan kajian sesuai
Syariat Islam dan hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkannya fatwa
nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina
dan Perlakukan Terhadapnya.

Fatwa tersebut menepis berbagai-syubuhat (kerancuan) di tengah
umat Islam dan menyatakan® dengan tegas kedudukan' anak hasil zina
dalam Islamjusehingga™ummat=Tslam __tidak~perlu lagi merasa ragu
berpegang terhadap aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah
dan bukan aturan yang lain yang dibuat manusia. Majelis Ulama Indonesia
menyatakan tidak akan mencabut fatwa tentang kedudukan anak hasil

perzinaan dan kedudukan mereka dalam hukum Islam. Majelis Ulama

®Ma’ruf Amin, Pengantar dalam Himpunan Fatwa MUI 2003, (Jakarta: MUI Pusat, 2003), vi.



Indonesia, tetap berpendirian anak di luar nikah tidak dapat memiliki
hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Syariat Islam mengatakan
bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya.

Pandangan Majelis'Ulama‘Indonesia itu tidak akan berubah kecuali
Mahkamah Konstitusi dapat memberikan, bukti lain berdasarkan hukum
Syariat Tslam. Berbeda dengan fatwa itu, putusan, Mahkamah Konstitusi
Nomor: 46/PUU:VII/12010,menyebutkan, anak lahir luar nikah memiliki
hubungans perdata “dengan lelaki yang /dapat dibuktikan dengan ilmu
pengetahuan ) sebagai ayah biologisnya. Majelis| Ulama Indonesia
memandang, putusan Mahkamah Konstitusi~ tersebut memiliki
konsekwensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab,
waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang
menyebabkan kelahirannya, dimana hal demikian tidak dibenarkan oleh
ajaran Islam.Majelis Ulama Indonesia menilai putusan itu tidak sesuai
syariat Islam karena didasarkan pertimbangan pemikiran manusia tanpa
mempertimbangkan hukum agama.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, sterdapat perbedaan
pandangan “amtara_ putusan~—Mahkamah__Kenstitusi Nomor: 46/PUU-
VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:
11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan.
Di satu sisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi di
Indonesia telah mengeluarkan putusan yang intinya menyatakan bahwa

anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata



dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan telah
berkekuatan hukum tetap. Di sisi yang lain Majelis Ulama Indonesia
sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai kompetensi dalam
menyelesaikan” pesmasalahan ummat Islam ‘dan juga mempunyai tugas
memberikan kontrol erhadap. *setiap. permasalahan agama yang
menyimpang_dari ‘ajaran, Islam jtelah mengeluarkan fatwa yang intinya
menolak putusan Mahkamah Konstitusi’ dan menyatakan bahwa anak di
luar-nikah ‘tidak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah
kandungnya akan tetapi anak hasil zina hanya memiliki*hubungan dengan
ibunya.

Dari uraian singkat di atas, bahwa antara putusan Mahkamah
Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI nomor:
11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan

keduanya terjadi perbedaan.

. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan di atas, perlu
kiranya penulissmemberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam
mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud
dari pembahasan masalah ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalah

sebagai berikut:



1. Bagaimana dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:
11/MUNASVIIl/ MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar
perkawinan?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor™ 46/PUU-VHI/2010 . dan Fatwa Majelis, Ulama Indonesia
Nomor:(11/MUNASVIII/MUI/3/2012" tentang kedudukan anak di luar
petkawinan?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari pembahasan masalah~diatas, sesuai dengan
tujuan penulis dalam rumusan masalah, antara lain :

1. Untuk mengetahui dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama /Indonesia
Nomor:11/MUNASVIII/ MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di
luar perkawinan.

2.\ Untuk ‘mengetahui persamaan dam” perbedaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia. Nomor: TI/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan
anak di luar perkawinan

D. Manfaat Penulisan
Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun

praktis :



1. Teoritis

Pembahasan penelitian ini diharapkan menjadi tambahan

informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah

atau yuridis

wv/ yf e ko
Kronisa ukum, sejarah hukum dan

perbandingan hukum.”

Sedangkan yang mendasari penelitian ini adalah perbedaan

antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

"Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),153.



10

danFatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:
11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar
perkawinan. Sehingga penelitian yang sesuai adalah jenis penelitian
yuridis normatif .déngan “pertimbangan bahwa penulis ingin
membandingkan antara Putusan “Mahkamah Konstitusi Nomor:
46/PUU-VIII/2010 ¢dan Fatwa Majelis Ulama, IndonesiaNomor:
11/ MUNASVIII/MUI/3/2012  tentang | -kedudukan. anak di luar
perkawinan
2.~~Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan danm”pemecahan masalah
terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung-kepada cara
pendekatan (Approuch) yang digunakan. jika cara pendekatan tidak
tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat
digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian normatif, dengan
menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya ‘pun akan
berbeda.®

Sehubung dengan jjenis penelitian yang digunakan oleh penulis
dalam “penelitian™ ini~~adalah™ yuridis®"normatif, maka dalam
membandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:
11/MUNASVII/MUL/3/2012  tentang kedudukan anak di luar

perkawinan, penulis menggunakan dua pendekatan yang dilakukan

®Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang, Bayumedia
Publishing, 2007), 299.
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yaitu Conceptual approach (pendekatan konseptual) dan Comparative
approach (pendekatan perbandingan).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-
konsep tentang Mahkamahw Konstitusi baik mengenai sejarah,
wewenang, serta dasar-dasar hukum dalam memutuskan perkara
kemudian tentang Majelis Ulama Indonesia“baik. mengenai sejarah,
wewenang serta dasarrdasar hukum "dalam menetapkan fatwa serta
konsep tentang kedudukan anak di’luar pekawinan menurut hukum
positif _dan hukum Islam. Sedangkan pendekatan perbandingan
digunakan untuk membandingkan antara~“Putusan, Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa=Majelis| Ulama
Indonesia Nomor: 11/MUNASVIII/MUL/3/2012 dengan
membandingkan dasar-dasar hukum yang di gunakan kedua putusan
di atas serta menganalisis apa yang sama dan apa yang berbeda dalam
kedua putusan di atas.

3. " Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai” bahan penelitian/diambil dari bahan
kepustakaan._yang berupabahan hukum™ primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.”

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan Perundang-

Undangan, Yurispudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih

*Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum,157..
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bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian
internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki,10 bahan hukum
primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu
merupakan hasilstindakanyatau kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga yang berwenang untuk“itu. Bahan hukum primer dalam
penélitian ini adalah | putusan Mahkamah “Konstitusi Nomor:
46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis’ Ulama Indonesia Nomor:
1T/MUNASVII/MULI/3/2012  tentang. kedudukan anak di luar
perkawinan.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum' yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat
berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-
buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleat,
brosur, dan berita internet yang berkaitan langsung dengan
penelitian."' Pada penelitain iniy-bahan hukum sekunder meliputi
buku-buku tentang * ‘Mahkamah Konstitusi, /Majelis Ulama
Indonesia dan kedudukan-anak di luarperkwinan menurut hukum
positif dan ajaran Islam serta artikel dari internet yang terkait
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

19peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana 2005), 139.
“"Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, 157-158.
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11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar
perkawinan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier. juga merupakan bahan hukum yang
dapat«menjelaskan baik bahanshukum primer maupun bahan
hukum sekunder.(Bahan hukum ini berupa*Kamus dan Ensiklopedi.
4. /Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum normatif atauckepustakaan, teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-
bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan=bahan hukum
tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan,
maupun dengan melalui media internet.'?

Dalam kaitanya dengan penelitian ini_penulis mengadakan
pengumpulan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersierdengan cara penelusuran bahan
hukum tersebut dengan cara membaca, mendengar, maupun
penulusuran_terhadap-situs tesmi_Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Majelis Ulama’ Indonesia ataupun situs lain yang

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

’Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, 160.
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5. Metode Penglolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah
melakukan pengolahan bahan hukum tersebut yaitu mengelola bahan
hukum sedemikian.rupa_sehingga bahan hukum tersebut tersusun
secara rruntutgSistematis, sehinggasmemudahkan peneliti melakukan
analisi€."”

Terkait dengan penelitian ini, pengolahan bahan hukum
dilakukan dengan cara mengadakan ‘sistematika terhadap bahan-bahan
hukum ‘tertulis berupa putusan Mahkamah ‘Konstitusi ‘Nomor:
46/PUU-VIIl/2010 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:
11/MUNASVIII/MUI/3/2012 kemudian melakukan—seleksi bahan
hukum sekunder yang terkait dengan pembahasan di atas, setelah itu
melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan
menyusun data tersebut dengan sitematis dan logis untuk mendapat
gambaran umum dari hasil penelitian.

6. ' Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan/dalam penelitian
yang berupa melakukan-kajian atau telaah“terhadap hasil pengolahan
bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan
sebelumnya. Secara sederhana analisis bahan hukum ini disebut
sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang,

mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan

YMukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum,180.
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kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian

dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.14
Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan bahan
hukum yang di peroleh dan mengolahnya, penulis melakukan analisis
terhadapPutusan Mahkamah Konstitusi®*Nomor: 46/PUU-VIII/2010
dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:
11/ MUNASVIII/MUI/3/2012 dengan‘ menggunakan analisis secara
ADeskriptif. ‘Komparatif. Analisis’' { Komparatif \ digunakan untuk
meberikan gambaran atau pemaparan terhadap ‘putusan Mahkamah
Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan—Fatwa .MUI nomor:
11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan =anak di luar
perkawinan kemudian membandingkan antara kedua putusan tersebut
sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang persamaan dan

perbedaan keduanya.
F. Penelitian Terdahulu

Penelitian’ “terdahulu diperlukan |'untuk menegaskan, melihat
kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain
dalam pengkajian tema“yang-sama. Sebagaiupaya merekontruksi dan
mengetahui orisinalitas penelitian sehingga mempermudah pembaca
melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan penulis dengan
penulis lainnya dalam pengkajian tema yang sama. Hal tersebut agar dapat

mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki

“Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, 183.
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perbedaan yang subtansial dengan hasil penelitian yang lain. Adapun
penelitian terdahulu yang dilakukan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Maulana Malik
Ibrahim Malang antara lain"sebagai:berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Nahya Sururi al-Khaq
dengan” judul ”Kedudukan Anak* Di Luar Nikah Menurut Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan. KUHPRerdata (BW)”?, skripsi pada jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam/Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Tahun 2007. Jenis penelitian yang digunakan'dalam penelitian ini
adalah penelitian Kepustakaan (library research) atau.juga dikenal
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Dalam penelitian ini memaparkan tentang kedudukan anak/ di luar
pernikahan menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (B.W.) bahwa
anak di anggap sah apabila ada pengakuan dari kedua orang tuanya.Namun
menurut kompilasi hukum Islam (KHI) walaupun\sudah dapat pengakuan
dari, kedua orang/ tuanya, anak di luar nikah tidak bisa diakui secara sah,
karena'di Indonesia tidak mengenal adanya lembaga pengesahan anak.'’

Keduag.penelitian-yang-dilakukan Ramadhita dengan judul ”Status
Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan
Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”,
skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011. Penelitian ini termasuk

M. Nahya Sururi al-Khaq, Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), Skripsi (Malang : UIN Malang, 2007)
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dalam kategori penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memaparkan tentang
pandangan hakim di pengadilan agama kabupaten Malang bahwa
penetapan asal usul anak-dapat digunakan sebagai upaya hukum agar anak
dari nikah sirri‘memiliki kedudukan yangssama dengan anak yang sah jika
perkawinan'sirri orang tdanya memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan
sebagai mana.yang diatur dalam pasal 2 ayat(1) undang-undang nomor 1
tahun1974."

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Handi Rohman dengan judul
penelitian~“Status Kenasaban Anak Hasil Perkosaan‘Incest Perspektif
Figh Islam”, skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2001.Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan
(library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
hanya fokus terhadap nasab anak baik dari aspek perkosaan dan anak hasil
zina., Dari penelitiansini mengahasilkan-sebuah analisis bahwa anak yang
dilahirkan akibat perkosaan tersebut merupakan’ anak yang sah
sebagaimana“perkawinan yang sah, serta_hak=hak dan kewajibannya yang
melekat pada diri anak tersebut. Hal ini dikarenakan perkosaan bukan
merupakan zina dalam artian yang sesungguhnya, dari seseorang yang
baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukkanya itu perbuatan haram,

dan tidak dipaksa. Apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan atas dasar

‘°*Ramadhita, Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal
Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Skripsi (Malang: UIN Malang,
2011)
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tersebut maka dapat di golongkan sebagai perbuatan syubhat. Sehingga
tidak adanya hukum had bagi orang yang di paksa.'’

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Luthfiatin dengan judul
penelitian “Pengaruh Hasil Test"DNA terhadap Kewarisan Anak Yang
Dihasilkan dari Perbuatan Zina”, skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Univessitas [slam‘Negeri MaulanasMalik Ibrahim Malang
Tahun 2002. Penelitian  ini memfokuskan/pada kewarisan anak yang
dilahirkans daric.perbuatan zina. Dari penelitian“ini ‘dinyatakan bahwa
keakuratan.test DNA antara ayah dan anak yang'dihasilkan dari perbuatan
zina secara muthlag dapat menghubungkan nasab ‘mereka. Dengan
demikian mereka dapat saling mewarisi.Jenis penelitian-yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (library research)
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.'®

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rahmawati dengan
judul “Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan/ Sirri Ditinjau
dari, UU No.| I' Tahun 1974, skripsi! pada jurusan’ Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Universitas [slam Negeri Maulana Malik’ Ibrahim Malang
Tahun 2001 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan
(library research), dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini
mengkaji status anak dari perkawinan sirri yang tidak mendapat jaminan

dan perlindungan hukum dari negara.Sebagai upaya hukum yang dapat

""Handi Rohman, Status Kenasaban Anak Hasil Perkosaan Incest Perspektif Figh Islam, Skripsi
(Malang: UIN Malang, 2001)

“*Luthfiatin, Pengaruh Hasil Test DNA terhadap Kewarisan Anak Yang Dihasilkan dari
Perbuatan Zina”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2002)
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dilakukan oleh orang tuanya adalah, melalui itshat nikah di Pengadilan
Agamalg.

Meskipun memiliki tema yang sama tentang kedudukan anak di
luar pernikahan, namun.penelitian,yang dilakukan oleh peneliti kali ini
adalah berfokus pada perbandingan antara putusan Mahkamah Konstitusi
NOMOor: 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor:
1T/ MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak diluar perkawinan.

G. Penegasan Judul

Sesuai dengan judul yang penulis Jangkat | yaitu ‘“Putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VII/2010. Dan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VHI/MUY/3/2012
Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Analisis
Komparatif)’, kiranya sangat penting bagi penulis untuk memberikan
penegasan judul untuk menghindari perbedaan interpretasi dan
kesalahpahaman yang mengakibatkan adanya kekaburan dalam memahami
tentang pembahasan yang sedang penulis-bahas.

Penegasan judul yang' penulis masukkan hanya/meliputi bagian-

bagian yangrentan menimbulkanperbedaan.pemahaman, yaitu:

Fokus Pembahasan Pengertiannya

Putusan Mahkamah | Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Konstitusi Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan

"Ririn Rahmawati, Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri Ditinjau dari UU
No. 1 Tahun 1974, Skripsi (Malang:UIN Malang,2001)
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kewenangan oleh Undang-Undang dan dibacakan di
persidangan bertujuan untuk menyelesaikan atau

mengakhiri suatu sengketa antar para pihak.20

Fatwa MUI

Penjelasany(jawaban) dari Majelis Ulama Indonesia
tentang hal yang “berhubungan dengan ajaran/
pelaksanaan hukum-hukum®, Islam yang terjadi

kontroversi di Masyarakat.21

Anakidi Luar

Perkawinan

Anak di luar< perkawinan\, adalah anak yang
dilahirkan akibat perkawinan® yang ‘tidak sah.
Kebalikan dari pengertian-anak sah di dalam pasal
88 ayat (1) RUU hukum terapan peradilan agama
bidang perkawinan tahun 2005 yang menyebutkan
bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam
atau akibat perkawinan yang / sah apabila
diselenggarakan sesuai pasal 3, pasal 4 dan pasal 5

RUU-HT-PA-BPetkwn tahun 2005.%

Setelahmpenulis

memperjelas _bagian™kata-kata yang dianggap

penting di dalam judul yang rentan menimbulkan perbedaan pemahaman,

maka obyek pembahasan dalam skripsi ini adalah mengarah pada

pembahasan analisis komparatif putusan Mahkamah Konstitusi nomor:

20sydikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993), 174.
*'Pius A Partanto, Karya Ilmiyah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 173.

*’Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Di Catat Menurut Hukum
Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 287.
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46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012
tentang kedudukan anak di luar perkawinan.
. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka .mempermudah dalam membaca, meneliti,
menganalisa sertamenarik kesimpulan dalamskripsi ini, maka sistematika
pembahasan dalam penelitian ini* di bagi menjadi empat bab sebagai
berikut:

Bab Pertama merupakan bab ‘ pendahuluan \ yang “didalamnya
memuat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang; (1) latar belakang
masalah “sebagai penjelasan tentang ide yang mendasari_penulis dalam
penelitian ini, (2) Rumusan masalah sebagai batasan pembahasan agar
pembahasan tidak melenceng dan tetap fokus pada tujuan,(3) Tujuan
penulisan berguna agar penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang
sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, (4) Manfaat penulisan,
bergunaluntuk mengetahui manfaat dari penelitian yang penulis teliti, (5)
Metodologi “Penelitian, yang berupa.-metode-metode /penelitian yang
penulissambil dengan langkah-langkah yang sesuai dengan buku pedoman
yang berlakummulai jenis~penelitian sampai-analisis bahan hukum yang
sudah ada, (6) Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui
penelitian-penelian yang sudah di teliti sebelumnya, (7) Penegasan judul
yang berfungsi sebagai penyatuan pemahaman antara penulis dan pembaca

agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi, (8) Sistematika Penulisan
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berguna sebagai gambaran isi penelitian ini agar lebih cepat di mengerti
dengan mudabh.

Bab Kedua dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang di
dalamnya memuat tentang sejarah, kedudukan dan wewenang tentang
Mahkamah Konstitasi (MK) dan Majelis, Ulama’ Indonesia (MUI) serta
dasar-dasar” hukum ,dalam mengeluarkan sebuah putusan. Dan juga
menjelaskan_tentang kedudukan anak luar-nikah dalam hukum positif
maupun dalam Hukum Islam.

Bab Ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang dasar-dasar
hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi-dalam _putusan nomor:
46/PUU-VII/2010 serta dasar hukum yang digunakan MUT dalam fatwa
nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 serta menjelaskan persamaan dan
perbedaan antara keduanya.

Bab Keempat merupakan bab yang terakhir dan penutup dari
semua pembahasan. Dalam bab terkhir ini memuat tentang kesimpulan
penelitian sebagai ringkasan dan gambaran.terhadap apa’yang dihasilkan
dalam penelitian ini dan juga sebagai jawaban dari rumusan masalah yang
ada serta dilengkapi dengan-saran-saran_penting dari penulis yang perlu

disampaikan kepada para pembaca secara umum.



